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GUBERNURKALIMANTANSELATAN,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota
di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan bagi
hasil dana penerimaan rokok pernerintah provinsi kepada
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan
ditetapkan sebagai dana bagi hasil pemerintah provinsi dan
masing-masing pemerintah kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2013
tentang Pajak Rokok, menyatakan pajak rokok merupakan
pajak provinsi dan penerimaannya dibagikan kepada
pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan
Gubemur ten tang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok
untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupateri/Kota
Periode Penerimaan Bulan Juli sampai dengan Bulan
September 2020;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tabun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tabun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

TENTANG

BAGIHASILPENERlMAANPAJAKROKOKUNTUKPEMERlNTAHPROVINSIDAN
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BULANJULI SAMPAlDENGANBULANSEPTEMBER 2020
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"1. Undnug Undnng Nornor J 2 Tuhun 201 J tcntang Pcmbentukan
p 'rutllI~"n Perundnng-undungan (Lcmbaran Negara Republik
lndon sin Tuhun 20 II Nomor 82, Tambahan Lcmbaran
Ncgnrn Rcpubllk lndoncsiu Nomor 5234) sebagairnana telah
diubuh dcngun Undung-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tcntnng Pcrubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tuhun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangnn [Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nornor 183, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah. beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oIeh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubaban Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerab (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
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t .. 1 nuurnn Mt'ntnf I\CH In ngll 11 NOli 101' II 'J/PMIUYI /20 I:)
t~t\tt\IlH Tutu ·'HI'H p('U1\lt1Htltllll dnu Pe"'yc~I()"'''1 PIljllJ( '~oJ«)I(
(l1t'ritn N('~m'n 1~publik Itufollt!:lill 'l'nhun 20 Ia Nomor 10(7)
~'wbn~l\it\lt\lln tclnh bchcrupu 1",11 diubnh, tornkhlr dcngnn
d('n~lU\ l't-mtumn Mcntcrl Kcunngnn Nomor '11/PMI{'()7/20)6
h'l\tn1\~ Pt'rubuhHn I\(:duu Alm~ 1'C:f'uturnn Monter] Kcunngnn
Noruor 115/PMK.07 /201:l t~ntnllK TntH Clint Pcmungutun dun
{\'I\y "tnmn Pt\;nk Rokok (I dIu N 'guru I~CPllblik lndoncsiu
Tnhun .2010 Numor ·144);

]. ruturnn Mcnt ri Kcunngnn NOl11or 128/PMK.07/20J8
t mtnng Tntn urn P nnotongn11 Pqjul< Rokok sebagn]
Kontribusl Dukungun Progrum .Jumlnnn Keschatun [Bcrita
N 'gnt't\ Republik lndon '~in Tnhun 20 J 8 Nurnor L348);

14. P raturnn On rnh Provinsi Kalirnuntnn Sclutun Nomor 13
Tnhun 2007 tcntnng Pokok ..Pokok Pcngclolann Kcuangan
On 1\h [Lcmbnrnn Dnernh Provinsi Kalimantan ScJatan
Tabun 2007 Nornor 13);

15. P raturnn Doer-all Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5
Tahun 2011 tcntung Pajak Dacrnh Provinsi Kalimantan
S. latan (L rnbarnn Daernh Provinsi Kalimantan Sclatan
Tahun 2011 Nomor 5);

16. Peraturan Daeruh Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9
Tahun 2013 tentung Pajak Rokok [Lcrnbaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 9);

17. Peraturan Gubernur Kalimantan Sclatan Nomor 016
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pernbayaran, Penyetoran, dan
Bagi Hasil Penerirnaan Pajak Rokok Kepada Perncrintah
Kabupaten dan Pemerintah Kota di Wilayah Provinsi
Kalimantan Selatan (Bcrita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Talmn 2014 Nomor 16);

18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092
Tahun 2012 tentang Sistern dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah atas Pelaksanaan Anggaran Pcndapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan ScIatan (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92)
sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071
Tahun 2018 tentang Sistcm dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);

19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017
Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 17)
sebagaimana teJah diu bah dengan Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017
Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 7);
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Dulum 1 ruturun Gubcrnur ini, yang dimaksud dengan:
1. I em 'rtnluh Provinsi nduluh Pcmcrintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubcrnur ndnluh Gubernur Kalimantan Selatan.
3. 01\ rnh Knbupntcn/Kotu ndalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi

Kulimuntnn Sclutnn.

4. Pcmcrintuh Knbupntcn/Kota adalah pemerintah kabupaterr/kota
di Provinsi Kalimantun Selatan.

5. Buputi/Wnlikotu ndalah Bupati/Walikota di ProvinsiKalimantan Selatan.
Badon Kcuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah yang
mcnyclcnggarakan urusan pcrnerintahan di bidang keuangan.

7. .Iaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar
peserta mcmperolch rnanfaat perneliharaan kesehatan dan perlindungan dalam
mernenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang iuran jaminan kesehatan dibayar
oleh pernerintah pusat atau pemerintah daerah.

8. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS
adalah badan hukurn yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
jarninan kesehatan,

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya
disebut APBD Kabupaten/ Kota adaJah anggaran pendapatan dan belanja
daerah Kabupaten/Kota di ProvinsiKalimantan Selatan.

10. Pajak Rokok adalah pungutan atau cukai rokok yang dipungut oleh
pemerintah.

11. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang iuran jaminan kesehatan dibayar
oleh pernerintah pusat atau pemerintah Daerah.

12. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS
adalah badan hukum yang dibentuk untuk menye1enggarakan program
jaminan kesehatan.

BAB I
Kl~TENTUAN UMUM

Pasal 1

MU;MUTUSKAN:

Pl~RATUR"N GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN
PAJAK RO){Ol{ UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN
PI~Ml11~INTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN
BULAN JULt SAMPAJDENGANBULANSEPTEMBER2020.
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Pasal4

(1) G~bernur melalui ~adan Keuangan Daerah akan mentransfer dana bagi hasil
pajak rokok bag! kabupateri/kota ke rekening kas umum daerah
kabupaten/kota sesuai alokasi pembagian yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Gubemur ini.

(2) T~an~fer dana bagi h~si1 pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diterima oleh pemenntah kabupateri/kota selambat lambatnya sebelum
triwulan berikutnya.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran

(1) Alokasi penerimaan pajak rokok yang menjadi bagian pemerintah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur dan ditetapkan
dengan pembobotan sebagai berikut:
a. dibagi rata untuk semua kabupatenj'kota sebagai aspek pemerataan; dan

b. dibagi berdasarkan potensi jumlah penduduk masing-masing
kabupaten/kota.

(2) Alokasi penerimaan pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
periode penerimaan bulan Juli sampai dengan bulan September 2020
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal3

Bagian Kesatu
Pola Pembagian

BAB III
POLA PEMBAGIAN, TATA CARAPENYALURAN,DAN PENATAUSAHAANNYA

Pasa12

Hasil penerimaan pajak rokok pemerintah provinsi merupakan dana bagi hasil yang
dibagikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk
periode Bulan Juli sampai dengan Bulan September 2020 sebesar
Rp57.805.245.624,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima juta due ratus
empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dengan alokasi sebagai
berilrut:
a. Pemerintah provinsi sebesar 30% x RpS7.80S.245.624,OO -

Rp17.341.573.687,00 (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu juta lima
ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), dikurangi
untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp2.019.710.589,00 (dua miliar sembilan belas
juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah),
menjadi sebesar Rp15.321.863.098,00 (lima belas miliar tiga ratus dua puluh
satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah).

b. pemerintah kabupaterr/kota sebesar 70% x Rp57.805.245.624,00
Rp40.463.671.937,OO (empat puluh miliar empat ratus enam puluh tiga juta
enam ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

BAB II
HASIL PENERIMMN PAJAK ROKOK YANG DIBAGI
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BERlTA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 1;1.(,·

Diundangkan di 8anjarbaru
pada tanggal ~ O~crnb('r .!2o~C .

SAHBIRIN NOOR

Ditetapkan di BanjamLsin
pada tanggal :43 OeJ.( btN- .,2C).2 0

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal7
Peraturan Gubernur ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan pencmpatannya dalarn Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.

P£lsnl6

(1) Tntn 'urn p mggunnnan dnn pcnynlurnn dunn bagi hasll pajak rokok diatur dan
diretnpknn oleh musing-mnstng Bupali/Walilmla.

(2) Dnnu bngi hnsil pcnerimuan pajuk rokok, baik provinsi maupun
knbupntcnj'kotn, dinloknsikan poling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk
mcndunni pelnynnun kesehntan masyarnkat dan penegakan hukum aparat
yang bcrwcnnng,

BAB)V
PENOOUNAAN

PIlsn15

(l) P~'I\('ritl\HHn dnnn hngi hnsll penerimunn pnjnk rokok knbupatcn/kota
s(!bUHHiuwnn dlrnuksud dnlnrn Pn~iUl4, hnrus dlcnntumknn dnlarn APBD
l\ul~in~-mnNil'J.t knbupnten/kotu,

(..) l'cncnturnnn dunn hnAi huail pnjnk rokok knhupnten Zkota sebagaimana
dimnksud pmln 'Wilt (1), dlletnkkun pndn POR bUEd hnsll pnjnk kabupaten/ kota.

IlltHi" n I(c- t iH"
Peuntuuanhnnn
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